
WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI RALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR      4      TAHUN2-026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAIIUN 2021

TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENIELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAI+ DAERArl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALT KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang    :   a.     bahwa  beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Wali  Kota
Nomor  16  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penyampalan
Laporan    Harta    Kekayaan    Penyelenggara    Negara    di
Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  16  Tahun
2021   tentang  Tata   Cara   Penyampaian   Laporan   Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lin8kungan Pemerintah
Daerah  sudah  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam  huruf a,  perlu  menetapkan  Peraturan  Wali  Kota
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor
16 Tahun 2021  tentang Tata Cara Penyampaian haporan
Harta   Kekayaan   Penyelenggara   Negara   di   lingkungan
Pemerintah Daerah;

Men8in8at 1.     Pasal  18 ayat (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang   Darurat   No.   3   Tahun   1953   tentang
Perpanjangan    Pembenthkan    Daerah    Tingkat    11    di
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Undang-Undang  (Lembaran  Negara Tahun  1959    Nomor
72,      Tambahali     Lembaran     Negara     Nomor      1820)
sebagainana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang     Nomor     8     Tahun      1965     tentang
Pembentukan   Daerah  Tin9kat  11  Tanah   haut,   Daerah
Tingkat  11  Tapin  dan  Derah  Tin8kat  11  Tabalong  dengan
Mengubah Undang-Undang No.  27  Tahun  1959,  tentang
Penetapan  Undang-Undang  Darurat  No.  3  Tahun  1953,
tentang  Pembentukan  Daerah  Thgkat  11  di  Kalimantan

(Lembaran  Negara  Tahun   1965   Nomor  51,   Tambahan
I.embaran Negara Nomor 2756);

3.    Undang-Undang     Nomor     28     Tahun     1999     tentang
Penyelenggaraan   Negara  yang   Bersih   dan   Bebas   dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia Talun 2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik  Indonesia  Nomor   5587)   sebagalmana
telah   beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesualan Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Nomor
7153);

5.    Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016  tentang Tata Cara Pendaftaran,  Pengumuman,  dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2016   Nomor   985)
sebagalmana telah beberapa kali diubah teralchjr dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun
2024  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturali  Komisi
PemberantaLsan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata
Cara  Pendaftaran,   Pengumuman  dan   Harta  Kekayaan
Penyelenggara  Negara  (Berifa  Negara  Republik Indonesia
Tchun 2024 Nomor 798);
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tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara  Negara di  I,in9kungan  Pemerintah  Daerah

(Berita  Daerah  Kota  Balikpapan  Tahun  202'1  Nomor  17)
sebagainana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Wali  Kota
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan alas Peraturan
Wall  Kota  Nomor   16  Tahun  2021   tentang  Tata  Cara
Penyampaian   Laporan   Harta   Kekayaan   Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kota Balilapapan Tahun 2024 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :   PERATURAN   WALI   KOTA   TENTANG   PERUBAIIAN   KEDUA

ATAS   PERATURAN   WALI   KOTA   NOMOR   16   TAHUN   2021

TENTANG    TATA    CARA    PENYAMPAIAN    LAPORAN    HARTA

KEKAYAAN    PENIELENGCIARA    NEGARA    DI    LINGKUNGAN

PEMERINTAII DAERAII.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Wall  Kofa  Nomor  16
Tahun  2021  tentang Tata  Cara Penyampalan haporan  Ha]ta
Kekayaan  Penyelenggara  Negara  di  ljin9kungan  Pemerintah
Daerah  (Berita  Daerah  Kota Balikyapan  Tahun  2021  Nomor
17)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Wali  Kota
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan alas Peraturan Wali
Kota Nomor  16 Tahun 2021  tentang Tata Cara Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ijin9kungan
Pemerintah  Daerah  (Berita  Daerah  Kota  Balilapapan  Tahun
2024 Nomor 2) diubah sebagal berikut:

1.  Ketentuan   angka   5   Pasal   1   diubah   sehingga  Pasal   1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Wall Kota ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.     Wali Kota adalah wali Kota Balilapapan.
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disebut `Komisi  adalah  lembaga  negara  sebagaimana
dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun

.     .2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Fidana
Korupsi   sebagalmana   telah   beberapa   kali   diubah,
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor   19   Tahun
2019  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

4.    Peran8kat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan    Dewan    Perwakilan    Rakyat    Daerah    dalam

penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah.

5.    Penyelenggara   Negara   adalah   pejabat  negara  yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif,
dan  pejabat  lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat

publik  lalnnya  sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

6.    Istri/Suami adalah  seseorang yang terikat hubungan

perkawinan menurut hukum rna.sing-masing agamanya
dan   kepercayaallnya   sesuai   peraturan   perundang-
undangan.

7.    Anak  Tanggungan  adalah  anak  kandung,  anak  tiri,
anak anghat dan/atau anak asuh yang dibiayal atau
mendapatkan  bantuan   finansial  dalam  pemenuhan
kebutuhan  hidupnya baik kebutuhan  dasar maupun
kebutuhan     lainnya     dari     Penyelenggara     Negara
dan/ afau Istri/Suami.

8.    Harta  Kekayaan  adalah  harta  benda  berupa  benda
bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak
berwujud,  termasuk hak dan kewajiban lainnya yang
dapat    dinilal    dengan    uang    yang    dimiliki    oleh
Penyelenggara  Negara  beserta  lstri/Su'ami  dan  Anak
Tanggungan  Penyelenggara  Negara,  baik  atas  nana
Penyelenggara Negara,  Istri/Suami,  Anak Tanggungan
atau  pihak  lain  yang  diperoleh  sebelum  dan  selama
Penyelenggara Negara meman9ku jabatannya.
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'9'.    +Laporan Harta ^K-ekayaan -Penyel.enggara Negara  yang

selanjutnya  disin8kat  LHKPN  adalah  laporan  dalam
bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada
dokumen   elektronik   tentang   uralan   dan   rincian
informasi  mengenal  Harta  Kekayaan,   data  pribadi,

penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara.

10.   e-LHKPN adalah penyampala]i LHKPN secara elektronik

yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  Negara  kepada
Korfusi.

11.  Pengelola   LHKPN   adalah   tim  yang   mengelola   dan
mengoordinasikan LHKPN.

12.  Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak
terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh
Komisi  kepada  Penyelenggara  Negara  sebagai  bukti
bahwa      yang      bersanglaitan      telah      memenuhi
kewajibannya  dalaln   menyampaikan   LHKPN   secara
len8kap kepada Komisi.

13.  Pengumuman    adalah    pengumuman    LHKPN    oleh
Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.

14.  Administrator Instansi adalah pegawal yalig ditunjuk
untuk   mengelola   aplikasi   e-LHKPN   di   lin8lmngan
Pemerintah Daerah.

15.   Administrator Unit Kelja adalah pegawai yang ditunjuk
untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lin9haingan unit
kelja.

2.  Ketentuan  ayat  (2)   Pasal  2   diubah   sehingga  berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1)    Penyelenggara   Negara   wajib   menyamp,aikan   LHKEN
kepada Komisi.

(2)   Penyelenggara Negara sebagainana dinaksud pada ayat
( 1) meliputi:
a.  Wali Kota;

b.  waffl Wali Kota;
c.  ketua, waldl ketua, dan anggota dewan perwakilan

rakyat Daerah;
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d.  dheksi,  d.ewan  pengaw,as,  dan  pej.abat  strukfural
lainnya pada badari usaha milik Daerah serta anak
perusahaan badan usaha milik Daerah;

e.  direktur rumah sakit Daerah;
f.   pejabat struktural pada perangkat Daerah;

9.  pejabat pembuat komitmen;
h.  auditor;
i.   pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di

Daerah;

j.   pengelola pengadaan barang/].asa;
k.  staf khusus;
I.   ajudan; dan
in. bendahara.

3.  Ketentuan ayat  (2)  dan ayat  (3)  Pasal 3  diubah,  sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)    Penyelenggara   Negara  wajib   menyampaikan   LHKPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Komisi

pada srmt:
a.  pengangkatan  sebagal  Penyelenggara  Negara  pada

saat pertama ka]i menjabat;
b.  beraELimya  nasa  jabatan  atau  pensiun  sebagai

Penyelenggara Negara;
c.  pengangkatan     kembali     sebagai     Penyelenggara

Negara   setelah   beraThimya   masa  jabatan   atau

pensiun; atau
d.  masih menjabat.

(2)    LHKPN  sebagaimana dimaksud pada ayat {1)  huruf a
sampai  dengan  huruf  c  wajib   disampaikan  dalam
jangka  waktu  paling  lambat  2  (dua)  bulan  terhitung
sejak:
a.  saat pengangkatan pertama;
b.  beralrfuimya jabatan atau pensiun; atau
c.  pengan8katan  kembali  setelah  bera]chimya  nasa

jabaLtan atau pensiun,
sebagal Penyelenggara Negara.
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wajib   disampaikan   secara  periodik  setiap   1   (satu)
tahun  seka]i  atas  Harta  Kekayaan  per  tanggal  31
Desember tahun laporan.

(4)    LHKPN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  wajib
disampaikan   dalam   jan8ha   waktu   paling   lambat
tanggal 3 1 Maret tahun berikutnya.

(5)    Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)   berlaku   bagi   calon   Penyelenggara   Negara  yang
berdasarkan         p eraturan         p erundang-undangan
diwajibkan   untuk   melaporkan   Harta   Kekayaannya
sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

4.  Ketentuan   Pasal   5   diubah   sehingga   berbunyi   sebagai
berikut:

Pasal 5

(1)   Penyelenggara  Negara  akan  menerima basil  verifkasi
administratif  dari   Komisi   paling  lambat  60   (enam

puluh)   hard   ken.a   sejak   LHKPN   disampaikan   oleh
Penyelenggara  Negara  yang  hasilnya  berupa  len8hap
atau belum lengkap.

(2)    Dalam  hal  hasil  verifikasi  administratif sebagaimana
dimaksud      pada      ayat      (1)       len8kap,       Komisi
menyampaikan  tanda terima melalui  surat elektronik
kepada  Penyelenggara  Negara  bahwa  dokumen  yang
disanpalkan lengkap.

(3)   Dalam  hal  hasil  verifikasi  administratif sebagainana
dimaksud   pada   ayat   (1)    belum   len8kap,    Komisi
menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik
kepada Penyelenggara Negara mengenai dokumen yang
harus diperbalhi dan/atau dilengkapi.

(4)   Apabila Penyelenggara Negara sebagainana dimaksud
pada    ayat    {3)    harus    menyampaikan    perbaikan
dan/atau kelengkapan dolmmen LHKPN paling lambat
30   (tiga   puluh)   hard   kalender   sejak   diterimanya

pemberitahuan.
(5)   Apabila  batas  waktu  akhir  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (4)  jatuh  pada  hari  libur,  penyampalan
perbalkan   dan/atau   kelen8hapan   dokumen   LHKPN



-8-

dapat dfirfukan pada hard. kej.a beriEutnya.
(6)   Apabila   Penyelenggara    Negara   tidak   memperbal]d

dan/atau      melengkapi      LHKPN      sesuai      waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka
LHKPN    yang    disampaikan    Penyelenggara    Negara
dinyatakan  tidak  len8kap  dan  Penyelenggara  Negara
dianggap   tidak  patuh   dalam  memenuhi  kewajiban
pelapo- LHKPN.

(7)   Dalam  hal  berdasarkan  hasil  verifikasi  administratif
sebagaimana    dimaksud     pada     ayat     (1)     LHKPN
dinyatakan    len8kap,    Penyelenggara    Negara    akan
menerima Tanda Terima dari Komisi.

5.  Ketentuan   Pasal   6   diubah   sehingga   berbunyi   sebagai
berikut:

Pasal 6

(1)    LHKPN     yang     dinyatakan     lengkap     sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat (2)  diumumhan  paling
lambat 2  (dua) bulan terhitung sejak disaqupalkannya
tanda terima dari Komisi.

(2)    LHKPN  yang  dinyatakan  tidak  len9kap  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat (6)  diumumkan  paling
lam.bat 2 (dua} bulan terhitung sejak dinyatakan tidak
lengkap.

(3)    Pengumuman    LHKPN    yang    dinyatakan    lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LHKPN yang
dinyatakan tidak len9kap sebagaimana dimaksud pada
ayat {2)  disampalkan secara elektronik melalui laman
resmi  Komisi  dan/atau   media  Pengumuman  resmi
Pemerintah Daerah dan/ atau Peran8kat Daerah.

6.  Ketentuan   Pasal   9   diubah   sehingga   berbunyi   sebagai
berirfut:

Pasal 9

(1)   Penyelenggara  Negara  sebagainana  dimaksud  dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d yang
melanggar  ketentuan  sebagaimana  dinaksud  dalaln
Pasal  2  ayat  (1)  dikenai  sanksi  administratif  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 2 ayat (2) huruf e sampal dengan huruf in yang
melanggar  ketentuan  sebagalmana  dimaksud  dalam
Pasal 2 ayat (1),  Pasal 3 ayat (1)I sampai dengan ayat

(4),  dan Pasal 4  ayat (1),  dikenai sanksi administratif
berupa:
a.  teguran tertulis; dan/atau
b.  hukuman  disiplin  tin9kat  ringan  salnpai  dengan

berat     sesuai     dengan     ketentuan     peraturan
perundang-undangan.

7.  Ketentuan  Pasal   10   diubah  sehingga  berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 10
Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2  ayat  (2)  huruf  e  sampal  dengan  huruf in yang  tidak
melakukan  input  secara  elektronik  melalui  laman  resmi
Komisi   pada   alamat   www.elhlapn.Iapk.go.id   atau   tidak
menyampaikan  LHKPN  sampai  dengan  bafas walchi  yang
ditentukan dikenakan pengurangan tambahan penchasilan

pegawai sebesar 10% .(sepuluh persen) pada bulan ben.alan.

Pasal 11

Peraturan    Wali    Kota   ini   mulai   berlaku    pada   tanggal
diundangkan.
Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan

pengundangan      Peraturan      Wall      Kota      ini      dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 15 April  2026
WALT KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASUD



Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal  15 April  2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

AGuS BUDI pRASErvo

BERITA DAERAII KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026 NOMOR  4

Salinan sesuai dengan aslinya
•..-..;:                           `             ...`              .                  ``                            .\.


